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ABSTRACT 
 

Muhaimin Zurna. The Design of Enterprise Architecture at the BKD of 
Kabupaten Pesisir Selatan, Chief Information Officer Master Program, 
Faculty of Engineering, Universitas Negeri Padang, 2015. 

 
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) is one of the regional units which 

assigned to conduct the management of civil servant (PNS). The main duty of the 
BKD of Kabupaten Pesisir Selatan is basically providing services to civil servants 
started from appointed CPNS until entering the retirement period. In the 
utilization of information technology, the BKD of Kabupaten Pesisir Selatan is 
not yet using information technology in which accordance with the mission of the 
BKD of Kabupaten Pesisir Selatan in improving excellent personnel 
administration services in order to  achieve the appropriate administration services 
supported by the accuracy of data presentation and personnel information. The 
purpose of this research is to create a design of Enterprise Architecture in the form 
of blueprints in order to reach the organization goals by using information 
technology in terms of staffing services that can map business, information 
systems and technology architectures at each section in the BKD of Kabupaten 
Pesisir Selatan.  

The Design of Enterprise Architecture at the BKD of Kabupaten Pesisir 
Selatan adopted the TOGAF ADM method which described how to build, manage 
and implement enterprise architecture and information systems. The framework of 
TOGAF ADM had four main components, namely business architecture, data 
architecture, application architecture and technology architecture. The design of 
Enterprise Architecture was using Design Research Methodology which consisted 
of Clarification research, Prescriptive I, Descriptive and Prescriptive II. 

The results of Enterprise Architecture Design on business architecture were 
conducted in business modeling which was illustrated by the value chain. Among 
validated phases that existed in TOGAF ADM, six functional areas were obtained, 
14 data entities and 6 application candidates will be developed to support the 
officialdom service information systems. This enterprise architecture modeling 
could be used as an initial step guide in blueprint planning for the development of 
staffing services information systems. 

 
Keywords: Enterprise Architecture, TOGAF ADM, Badan Kepegawaian Daerah 
(BKD), staffing services. 
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ABSTRAK 
 

Muhaimin Zurna, Perancangan  Enterprise Architecture pada Badan 
Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Program Magister Chief 
Information Officer, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang, 2015. 
 

Badan Kepegawaian Daerah sebagai salah satu perangkat daerah yang 
melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil. Tugas Pokok BKD Kabupaten 
Pesisir Selatan pada dasarnya adalah memberikan pelayanan kepada PNS dimulai 
sejak diangkat menjadi CPNS menjadi PNS bersangkutan memasuki masa 
pensiun. Dalam pemanfaatan teknologi informasi, BKD Kabupaten Pesisir Selatan 
belum memanfaatkan teknologi informasi sesuai dengan misi BKD Kabupaten 
Pesisir Selatan yaitu meningkatkan pelayanan prima administrasi kepegawaian 
dalam rangka mewujudkan pelayanan administrasi yang tepat didukung oleh 
penyajian data dan informasi kepegawaian yang akurat. Tujuan penelitian ini 
adalah menghasilkan rancangan Enterprise Architecture berupa blueprint agar 
mampu memenuhi tujuan organisasi dengan pemanfaatan Teknologi Informasi 
dalam hal pelayanan kepegawaian yang dapat memetakan arsitektur bisnis, 
arsitektur sistem informasi dan arsitektur teknologi pada setiap bagian di Badan 
Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. 

Perancangan Enterprise Architecture pada BKD Kabupaten Pesisir Selatan 
mengadopsi metode TOGAF ADM yang merupakan suatu metode yang secara 
detail menjelaskan bagaimana membangun dan mengelola serta 
mengimplementasikan arsitektur enterprise dan sistem informasi.. Framework 
TOGAF ADM memiliki empat komponen utama yaitu business architecture, data 
architecture, application architecture dan technology architecture. Perancangan 
Enterprise Architecture ini menggunakan metode penelitian Design Research 
Methodology dimana tahap-tahap penelitian dimulai dari Clarification research, 
Prescriptive I, Descriptive dan Prescriptive II. 

Hasil penelitian perancangan Enterprise Architecture pada arsitektur bisnis 
dilakukan dengan pemodelan bisnis yang digambarkan dengan value chain. Dari 
fase-fase yang ada pada TOGAF ADM yang sudah divalidasi dan diperoleh 6 area 
fungsional, 14 entitas data dan 6 kandidat aplikasi yang akan dikembangkan untuk 
mendukung sistem informasi pelayanan kepegawaian. Pemodelan arsitektur 
enterprise ini dapat dijadikan panduan langkah awal untuk melakukan 
perencanaan cetak biru pengembangan sistem informasi pelayanan kepegawaian. 

 
Kata Kunci: Enterprise Architecture, TOGAF ADM, Badan Kepegawaian 
Daerah (BKD), Pelayanan Kepegawaian. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan 

atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian khususnya pasal 34 ayat (2) menyatakan perlunya 

penyelenggaraan dan pemeliharaan informasi kepegawaian. Dalam 

pemeliharaan informasi kepegawaian maka Badan Kepegawaian Daerah 

(BKD) yang merupakan perangkat daerah berfungsi sebagai penyelenggara 

administrasi  Pegawai Negeri Sipil Daerah sudah semestinya memiliki dan 

menghimpun semua data riwayat sejak pengangkatan dari CPNS sampai PNS 

tersebut  pensiun.  

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pesisir Selatan 

merupakan organisasi pemerintahan yang mempunyai tugas pokok mengelola 

administrasi manajemen kepegawaian dan melaksanakan sebagian urusan rumah 

tangga daerah di bidang kepegawaian. BKD Kabupaten Pesisir Selatan berfungsi 

sebagai pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan 

dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional sesuai 

dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Dalam menjalankan proses bisnis administrasi kepegawaian, BKD 

Kabupaten Pesisir Selatan membentuk struktur organisasi yang 

menggambarkan keseluruhan bisnis unit organisasi untuk menjalankan fungsi 

bisnis dan berkoordinasi dalam pencapaian tujuan organisasi. Proses bisnis 

menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 adalah sekumpulan aktivitas 

kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran yang sesuai 

dengan kebutuhan pengguna. Berikut gambar proses bisnis pada BKD 

Kabupaten Pesisir Selatan pada gambar 1.1. 
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Gambar 1.1 Proses Bisnis pada BKD Kab. Pesisir Selatan 

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa setiap PNS yang 

mengurus administrasi kepegawaian apapun akan menjalani prosedur yang 

sama yaitu pemberkasan dokumen yang diajukan ke bidang yang berkaitan 

dengan usulan layanan. Bidang yang menangani layanan akan memeriksa 

dokumen untuk pengajuan layanan. Jika lengkap maka akan dilanjutkan ke 

Kepala BKD jika tidak maka dikembalikan ke PNS untuk melengkapi bahan. 

Jika Kepala BKD telah menyetujui maka bidang yang menangani akan 

membuat suatu dokumen penetapan berupa SK Kepegawaian dan diserahkan 

ke PNS yang mengajukan usulan layanan. 

BKD Kabupaten Pesisir Selatan sebagai organisasi yang bergerak di 

bidang kepegawaian memiliki beberapa jenis layanan kepegawaian yang 

merupakan layanan administrasi kepegawaian mulai dari pengangkatan 

sebagai CPNS menjadi PNS, pengembangan pegawai, mutasi pegawai sampai 

Tidak

Ya 

Tidak

Ya 

Mulai 

Mengajukan layanan 
kepegawaian Cek persyaratan 

Mengajukan kepada 
Kepala BKD 

Persetujuan 
Layanan 

Menetapkan Keputusan 
Layanan 

Membuat SK 
Menerima  

SK Kepegawaian 

Selesai 
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pensiun. Beberapa jenis layanan pada BKD Kabupaten Pesisir Selatan terlihat 

pada tabel 1.1 

Tabel 1.1 Jenis Layanan pada BKD Kabupaten Pesisir Selatan 
No. Nama 

Layanan 
Tipe 

Layanan 
Pengguna 
/Pemakai 

Masukan Utama Keluar 
Utama 

Pemilik 
Layanan 

1. Pelayanan 
Pemberian 
Kenaikan  
Pangkat PNS 

Proses Inti PNS naik 
pangkat 

- Karpeg 
- SK CPNS 
- SK PNS 
- SK Izin Belajar/Tugas 

Belajar 
- DUPAK (fungsional) 
- PAK (fungsional) 
- SK Pangkat Terakhir 
- DP3 2 Th Terakhir 
- Ijazah dan Transkip Nilai 

SK 
kenaikan 
Pangkat 

Sub 
bidang 
Kepang-
katan 

2. Pelayanan 
Mutasi PNS 

Proses Inti PNS 
mutasi 

- Permohonan mutasi dari 
yang bersangkutan kepada 
Bupati 

- SK CPNS 
- SK PNS 
- SK Pangkat Terakhir 
- DP3 2 Tahun Terakhir 
- Daftar Riwayat Hidup 
- Kartu Pegawai 
- Rekomendasi Atasan 
- Surat Pernyataan sedang 

tidak menjalani hukuman 
disiplin 

- Surat Pernyataan sedang 
tidak menjalani tugas belajar 

SK 
Mutasi 

Sub 
bidang 
Mutasi 
dan 
Pensiun 

3. Pelayanan 
Pemberian 
Pensiun PNS 
dan Pensiun 
Janda/Duda 
PNS 

Proses Inti PNS 
Pensiun 

- Karpeg 
- SK CPNS 
- SK PNS 
- SK Pangkat Terakhir 
- DP3 2 Th Terakhir 
- DPCP 
- SKKPS 
- SP4A 
- SK KGB 
- Daftar Riwayat Pekerjaan 
- Surat nikah 
- Karis/Karsu 
- Akta kelahiran anak 
- Pas foto 
- SK Konversi NIP 

SK 
Pensiun 

Sub 
bidang 
Mutasi 
dan 
Pensiun 

4. Pelayanan 
pendidikan 
PNS (izin 
Belajar/Tugas 
Belajar) 

Proses Inti PNS 
yang 
mengiku-
ti pendi-
dikan 

- SK Pangkat Terakhir 
- Ijazah dan Transkip Nilai 
- DP3 2 Tahun Terakhir 

SK Izin 
Belajar / 
SK Tu-
gas Bela-
jar 

Sub 
bidang 
Pengem-
bangan 

5. Pelayanan 
Pengangkatan 
PNS dalam 
Jabatan 
(Fungsional) 

Proses Inti PNS  - SK CPNS 
- SK PNS 
- SK Pangkat Terakhir 
- DP3 2 Th Terakhir 
- PAK 
- Telah berpengalaman 2 Th 

SK Peng-
angkatan 
dalam ja-
batan 
Fungsio-
nal 

Sub  
bidang 
Kepang-
katan 

6. Pelayanan 
Penerbitan 
Kartu 
Istri/Kartu 
Suami 

Proses Inti PNS - Surat Nikah 
- SK Pangkat Terakhir 
- SK Konversi NIP 
- Mengisi formulir 
- Pasfoto 2x3 5 lbr 

Kartu 
istri/ 
kartu 
suami 

Sub 
bidang 
pengen-
dalian 

Sumber: Brosur Layanan Kepegawaian pada BKD Kab. Pesisir Selatan  
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Dari beberapa jenis layanan di atas dapat dilihat bahwa untuk 

beberapa jenis layanan semua persyaratan yang dibutuhkan adalah dokumen 

yang sama. Untuk memenuhi berbagai kelengkapan persyaratan berbagai 

layanan, PNS masih selalu dibebani dengan kewajiban yang terus berulang guna 

melengkapi berbagai berkas kepegawaian, mulai dari fotocopy Karpeg, SK 

Pangkat Awal, SK Pangkat Terakhir, SK Jabatan, STTPL Diklatpim, Ijazah 

hingga DP3 dan sebagainya. Sehingga terjadi penumpukan dokumen-dokumen 

pegawai, baik itu surat permohonan ataupun Surat Keputusan Pegawai. 

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai 

lembaga teknis yang bertugas memberikan pelayanan kepegawaian perlu 

memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi terkait dengan 

data kepegawaian. Keakuratan data kepegawaian pada BKD Kabupaten 

Pesisir Selatan masih kurang karena penyelenggaraan administrasi 

kepegawaian belum memiliki database kepegawaian. 

Ketika pimpinan meminta informasi atau data pegawai maka harus 

menunggu terlebih dahulu karna proses penyajian informasi kurang tertata 

dengan baik hal ini juga dikarenakan oleh pembuatan laporan perubahan data 

pegawai yang tidak update. Dalam penyajian data kepegawaian sering terjadi 

kesalahan dalam penyajian data yang telah dimutasikan, telah pensiun atau 

yang telah naik pangkat. Jika data atau informasi pegawai tidak akurat akan 

membuat kebijakan ataupun perencanaan dibuat secara instituitif sehingga 

kebijakan dan perencanaan yang dibuat menjadi salah sasaran. 

BKD Kabupaten Pesisir Selatan belum memiliki aplikasi sendiri 

dalam mendukung proses bisnisnya. Beberapa aplikasi yang digunakan oleh 

BKD yaitu SIPKD dan SAPK. SIPKD dimiliki oleh Dinas Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah untuk mendukung kegiatan keuangan. Sementara 

SAPK dimiliki oleh BKN untuk kegiatan pengolahan usulan kenaikan 

pangkat dan pensiun dimana BKD adalah sebagai end user dari aplikasi 

tersebut sehingga BKD tidak memiliki wewenang dalam pengembangan 

aplikasi sesuai dengan kebutuhan administrasi dan pelayanan kepegawaian.  
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BKD belum memiliki sistem informasi untuk memudahkan 

penyajian data dan pelayanan kepegawaian seperti kenaikan pangkat, 

pensiun, layanan mutasi, layanan pemberian izin belajar/tugas belajar, 

layanan pindah jabatan, layanan pengurusan karis, karsu, taspen dan karpeg. 

Layanan ini masih menggunakan sistem penginputan ke Ms.Word atau 

Ms.Excel dalam pengumpulan data sampai ke kegiatan mencetak SK. Hal ini 

membuat pelayanan menjadi tidak efektif dan efisien, karena proses 

pencarian data atas konfirmasi si PNS akan lama karena belum ada sistem 

yang memudahkan layanan tersebut. 

BKD telah memiliki sarana dan prasarana seperti akses internet dan 

LAN (Local Area Network) yang merupakan arsitektur jaringan yang hanya 

terdiri dari beberapa komputer. Infrastruktur seperti jaringan dan akses 

internet hanya digunakan di dua bidang saja yaitu bidang kepangkatan, mutasi 

dan pensiun dan Bidang Formasi, Pengadaan, Dokumentasi dan Data. BKD 

dalam menginformasikan jenis layanan hanya menggunakan brosur, padahal 

sudah ada teknologi yang mendukung untuk membuat website. Jika 

menggunakan website maka informasi tentang layanan kepegawaian serta 

pertanyaan sekitar kepegawaian akan mudah diakses PNS yang rata-rata 

berdomisili jauh dari ibukota kabupaten Pesisir Selatan. 

 Pada bidang Sekretariat memiliki internet sendiri untuk aplikasi 

SIPKD dan tidak memiliki jaringan. Sementara bidang lainnya yaitu bidang 

Pengembangan Karir dan Pengendalian belum mendapatkan hak akses 

internet dan jaringan karena tidak ada aplikasi yang akan digunakan pada 

bidang tersebut. 

Dalam pelaksanaan kegiatan kepegawaian, BKD Kabupaten Pesisir 

Selatan membagi setiap pelayanan kepegawaian ke dalam 4 bidang yaitu 

bidang Kepangkatan, Mutasi dan Pensiun, Bidang Pengembangan Karir dan 

Pengendalian, Bidang Formasi, Pengadaan dan Dokumentasi Data dan 

Bidang Sekretariat. SDM pada Badan Kepegawaian Daerah yang terdiri dari 

37 orang PNS, dan 2 orang honorer dengan sumber daya manusia yang terkait 

dengan IT, BKD hanya memiliki 24 orang yang terdiri dari : 3 dari diploma 
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komputer, 1 dari sarjana komputer dan 1 orang dari magister CIO dan 

selebihnya dari disiplin ilmu selain komputer. Sumber daya yang terbatas ini 

harus melayani 8.394 PNS yang tersebar dalam 41 SKPD termasuk 15 

kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. 

Dari beberapa permasalahan diatas untuk mendukung kebutuhan 

pelayanan kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian pada BKD 

Kabupaten Pesisir Selatan harus disertai pemanfaatan teknologi yang optimal 

dan didukung oleh suatu metode untuk membangun sistem informasi dalam 

suatu kerangka kerja yaitu arsitektur enterprise. EA adalah penjelasan 

bagaimana sebuah organisasi merancang suatu sistem untuk mendukung 

kebutuhan bisnis dan teknologi dalam mewujudkan visi dan misi serta 

pencapaian hasil yang telah ditargetkan.  

EA memiliki tiga komponen utama yaitu arsitektur bisnis, arsitektur 

sistem informasi (terbagi menjadi arsitektur data dan aplikasi) dan arsitektur 

teknologi, maksudnya disini adalah lingkup EA tidak hanya sebatas pada 

perencanaan teknologi saja, melainkan dengan menambahkan perencanaan 

strategis sebagai pendorong utama bagi perusahaan dan perencanaan business 

sebagai sumber dari program dan kebutuhan sumber daya perusahaan. 

Dalam  mengembangkan arsitektur enterprise, perlu diadopsi atau 

dikembangkan sendiri suatu EA framework untuk arsitektur enterprise. 

Terdapat berbagai macam framework yang dapat dimanfaatkan untuk 

pengembangan arsitektur enterprise, seperti: Zachman Framework, Federal 

Enterprise Architecture Framework (FEAF), DoD Architecture Framework 

(DoDAF), Treasury Enterprise Architecture Framework (TEAF), The Open 

Group Architectural Framework (TOGAF), dan lain-lain.  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud meneliti  

“Perancangan Enterprise Architecture Pada Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Pesisir Selatan”. 
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B. Identifikasi Masalah 

1. Pengusulan dokumen yang sama untuk jenis layanan yang berbeda 

menyebabkan pengarsipan dokumen kepegawaian menumpuk sehingga 

pencarian data terhadap dokumen menjadi tidak efektif dan efisien. 

2. Di setiap bidang memiliki database PNS tersendiri karena belum adanya 

sistem informasi, sehingga data terpisah di setiap bidang yang 

menyebabkan ketidaktersediaan data secara komplit jika dibutuhkan. 

3. Ketidaklengkapan informasi tentang data pegawai informasi pegawai akan 

membuat kebijakan ataupun perencanaan dibuat secara instituitif sehingga 

kebijakan dan perencanaan yang dibuat menjadi salah sasaran. 

4. Teknologi yang ada belum dimanfaatkan dengan optimal untuk memenuhi 

proses bisnis BKD Kabupaten Pesisir Selatan dimana arsitektur jaringan 

dan akses internet tidak disediakan disemua bidang. 

C. Batasan Masalah 

Dari permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka batasan-

batasannya adalah sebagai berikut :  

1. Pembahasan lebih difokuskan pada proses bisnis utama pada BKD 

Kabupaten Pesisir Selatan pada tahapan modelling, berupa blueprint yang 

menyediakan acuan, panduan dan rencana yang jelas bagi perencanaan 

(planning) pengelolaan data kepegawaian di BKD Kabupaten Pesisir 

Selatan. 

2. Perancangan Enterprise Architecture hanya terhadap arsitektur bisnis, 

arsitektur sistem informasi (arsitektur data dan arsitektur aplikasi) dan 

arsitektur teknologi. 

D. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses perancangan Enterprise Architecture pada Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan? 
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2. Bagaimana merancang blueprint yang memetakan arsitektur bisnis, 

arsitektur sistem informasi (arsitektur data dan arsitektur aplikasi) dan 

arsitektur teknologi sesuai standar validitas pada Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan?  

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan  penelitian ini adalah : 

1. Merancang proses Enterprise Architecture pada Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. 

2. Menghasilkan blueprint yang memetakan arsitektur bisnis, arsitektur 

sistem informasi (arsitektur data dan arsitektur aplikasi) dan arsitektur 

teknologi sesuai standar validitas pada Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Pesisir Selatan. 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, di 

antaranya adalah sebagai berikut  :  

1. Bagi Instansi, memberikan gambaran blueprint sebagai landasan untuk 

membangun arsitektur Sistem Iinformasi dalam pengelolaan data 

kepegawaian untuk meningkatkan  pelayanan. 

2. Bagi akademisi sebagai bahan masukan terhadap pengembangan keilmuan 

tentang Enterprise Architecture. 

G. Spesifikasi Produk 

Produk yang dihasilkan pada penelitian ini adalah blueprint dengan 

spesifikasi sebagai berikut : 

a. Blueprint yang digunakan dalam perancangan Enterprise Architecture 

mengadopsi template TOGAF. 

b. Isi blueprint Enterprise Architecture dirancang sesuai dengan fase-fase 

dalam perancangan TOGAF ADM dari fase preliminary sampai fase D. 

c. Bahasa yang digunakan dalam blueprint Enterprise Architecture adalah 

bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan. 
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H. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian 

Asumsi penulis dalam memilih penelitian ini karena BKD 

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki proses bisnis di bidang pelayanan 

administrasi kepegawaian. Sehingga data dan informasi tentang kepegawaian 

sangat penting sekali untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan 

kepegawaian. 

Dalam penggunaan Framework enterprise arsitektur dibatasi pada 

abstraksi taktis dari perancangan arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi 

(arsitektur data dan arsitektur aplikasi) dan arsitektur teknologi. 
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Perancangan blueprint sebuah Enterprise Architecture pada Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menggunakan 

Framework TOGAF ADM dengan diidentifikasi terlebih dahulu misi 

organisasi yang hendak dicapai yaitu Meningkatkan pelayanan prima 

administrasi kepegawaian dalam rangka mewujudkan pelayanan 

administrasi yang tepat didukung oleh penyajian data dan informasi 

kepegawaian yang akurat 

2. Hasil dari perancangan Enterprise Architecture menggunakan 

Framework TOGAF ADM merupakan perancangan dengan kategori 

valid dan dapat digunakan oleh BKD Kabupaten Pesisir Selatan dalam 

membangun sistem informasi kepegawaian. 

3. Perancangan model yang dilakukan untuk dapat memetakan arsitektur 

bisnis, arsitektur sistem informasi (arsitektur data dan arsitektur aplikasi) 

dan arsitektur teknologi dilakukan dengan menggunakan panduan dari 

fase-fase yang ada di TOGAF ADM. 

4. Dari fase-fase yang ada di TOGAF ADM, diperoleh 6 area fungsional,  

14 entitas data, dan 6 kandidat aplikasi yang akan dikembangkan untuk 

mendukung penerapan pelayanan kepegawaian pada BKD Kabupaten 

Pesisir Selatan. 

5. Pemodelan arsitektur enterprise ini dapat dijadikan panduan langkah 

awal untuk melakukan perencanaan cetak biru pengembangan sistem 

informasi kepegawaian. Arsitektur teknologi yang berkenaan dengan 

rancangan topology jaringan merupakan suatu langkah awal dalam 

pembangunan suatu sistem informasi kepegawaian. Arsitektur aplikasi 

saat ini masih belum memiliki server sendiri, sehingga BKD harus 



86 
 

 
 

memiliki server sendiri untuk membangun sistem informasi. 

6. Penelitian ini menghasilkan rancangan memfokuskan pada pemodelan 

arsitektur enterprise terhadap aktivitas bisnis BKD Kabupaten Pesisir 

Selatan proses bisnis kepegawaian dengan lingkup pemodelan bisnis, 

data, aplikasi dan teknologi. 

B. Implikasi 

Penelitian ini telah menghasilkan blueprint enterprise architecture pada 

BKD Kabupaten Pesisir Selatan menggunakan TOGAF ADM yang sudah 

valid, maka implikasi hasil penelitian ini yaitu : 

1. Pada arsitektur bisnis dalam hal penggunaan layanan berbasis web jika 

dilihat dari kondisi sekarang bahwa saat ini koneksi internet masih sangat 

terbatas dan hanya di sebagian kecil SKPD, sehingga diharapkan dengan 

adanya sistem informasi kepegawaia n semua SKPD memiliki jaringan 

internet di instansi masing-masing untuk dapat menggunakan layanan 

agar terkoneksi dengan BKD Kab. Pesisir Selatan. 

2. Perancangan database tersentral dalam arsitektur data sangat dibutuhkan 

dalam kegiatan pengelolaan data sehingga tidak ada lagi data-data yang 

berbeda antara bidang yang satu dengan bidang lainnya. 

3. Dengan membangun sistem informasi kepegawaian maka perlu 

sosialisasi terhadap pemakaian aplikasi untuk semua user di seluruh 

SKPD. 

4. Infrastruktur jaringan seharusnya tersedia disemua sub bidang termasuk 

ruangan Pejabat Esselon yang ada pada BKD Kabupaten Pesisir Selatan. 

C. Saran 

1. Penelitian  ini menggunakan sebagian fase dari TOGAF ADM, yaitu 

tahap perancangan, fase preliminary hingga fase D. Hasil  penelitian ini 

dapat dikembangkan sesuai dengan keseluruhan fase pada TOGAF 

ADM. Hal ini akan bermanfaat bagi BKD Kab. Pesisir Selatan dengan 

implementasi arsitektur yang telah dibuat, pengelolaan arsitektur yang 

dimiliki BKD, dan peningkatan kesiapan BKD terhadap perubahan. 
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2. BKD Kab. Pesisir Selatan perlu meningkatkan sumber daya manusia 

yang terkait teknologi informasi agar proses pengembangan IT dapat 

berjalan lebih cepat. 

3. Untuk memperoleh cetak biru yang lebih detail dan lengkap mencakup 

keseluruhan sub fase diperlukan kajian lebih lanjut dan meneruskan 

penelitian dengan melakukan kajian pada setiap sub fase dalam TOGAF 

ADM. 
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